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Ringkasan

Organisasi-organisasi pemerintah secara bertahap diharapkan menunjukkan
pencapaian yang efektif dalam tugas dan kemampuan utama mereka. Kemajuan suatu
asosiasi akan sangat dipengaruhi oleh kapasitasnya dalam menyampaikan data secara
transparan, adil dan merata kepada setiap individu (mitra) yang terlibat erat. Dengan
mendominasi data yang disesuaikan, pihak-pihak yang terkait dengan asosiasi dapat
mengambil pilihan yang masuk akal. Sebagai tanda tanggung jawab, organisasi
pemerintah diharapkan bersiap-siap, mengumpulkan dan menyerahkan data
pelaksanaan yang dicatat dalam bentuk hard copy dan secara berkala. Pengungkapan
berbagai hal ini dituangkan dalam arsip Kerangka Tanggung Jawab Pelaksanaan
Organisasi Otoritas Publik (SAKIP). Sesuai Pedoman Resmi Nomor 29 Tahun 2014
tentang Kerangka Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (SAKIP),
disebutkan bahwa selain mengupayakan terselenggaranya pemerintahan yang lebih
cakap, berkuasa, bersih, dan dapat diandalkan, dipandang perlu adanya tanggung
jawab. menulis tentang presentasi kantor-kantor pemerintah untuk menentukan
kapasitasnya dalam mencapai visi, misi dan tujuan asosiasi.

Bidang pemeriksaan telah selesai dilaksanakan di Kantor Sumber Daya dan Moneter
Daerah Rezim Malang sejak Agustus 2023. Sumber informasi yang akan digunakan
dalam eksplorasi ini adalah informasi esensial dan informasi pilihan. Informasi esensial
adalah informasi yang langsung dikumpulkan oleh para ilmuwan melalui pengumpulan
informasi di lapangan dan tidak diperoleh dari orang lain. Informasi tambahan adalah
informasi yang diperoleh secara implikasi, informasi ini diperoleh analis melalui
konsekuensi pengumpulan informasi yang dilakukan oleh orang lain.

Kata Kunci: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerapan
Sistem Akuntansi




BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi-organisasi pemerintah secara bertahap diharapkan menunjukkan
pencapaian yang bermanfaat dalam tugas dan kemampuan utama mereka. Hasil dari
suatu asosiasi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan data
secara langsung, dengan cara yang wajar dan tidak memihak kepada setiap individu
(mitra) yang terlibat erat. Dengan mendominasi data yang disesuaikan, pihak-pihak
yang terkait dengan asosiasi dapat mengambil pilihan yang masuk akal. Sebagai tanda
tanggung jawab, organisasi pemerintah diharapkan merencanakan, memerintahkan dan
menyerahkan data pelaksanaan yang dicatat dalam bentuk hard copy dan secara
berkala. Paparan yang berbeda-beda ini tergambar dalam laporan Kerangka Tanggung
Jawab Pelaksana Badan Otoritas Publik (SAKIP). Sesuai Pedoman Resmi Nomor 29
Tahun 2014 tentang Kerangka Tanggung Jawab Penyelenggaraan Jabatan Otoritas
Publik (SAKIP), disebutkan bahwa selain mengupayakan penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih cakap, berkuasa, bersih dan cakap, maka dipandang perlu
adanya tanggung jawab. memberikan penjelasan tentang presentasi kantor-kantor
pemerintah untuk menentukan kapasitas mereka dalam mencapai visi, misi dan tujuan

asosiasi.




Dengan tujuan akhir untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sempurna
dan bebas dari Persekongkolan, Kekotoran batin, dan Nepotisme (KKN), serta
memenuhi tuntutan masyarakat atas tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan,
maka dilaksanakan Kerangka Tanggung Jawab Penyelenggaraan Penyelenggara
Pemerintahan (SAKIP) yang dikoordinasikan dengan kerangka penting pengaturan,
kerangka rencana pengeluaran, dan kerangka pembukuan pemerintah yang terjadi
setelah diterbitkannya Pedoman Resmi Nomor 7 Tahun 1999 yang disegarkan dengan
Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengungkapan Keuangan
dan Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah. Kerangka kerja inilah yang kemudian
melahirkan Laporan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Badan Publik (LAKIP)
sebagai hasilnya. Kerangka kerja ini memperkirakan pencapaian atau kegagalan
proyek dan kegiatan dengan menilai tingkat pencapaian pelaksanaan yang dapat diakui
sebagai hadiah atas pengeluaran anggaran dan memberikan kritik atas
ketidakmampuan mencapai tujuan untuk mengembangkan metodologi lebih lanjut di
kemudian hari. Masyarakat meminta pelaksanaan pertanggungjawaban yang baik dan
terbuka baik oleh pemerintah pusat maupun asosiasi pemerintah daerah (Suhendri,

Hardianto, dkk., 2023) (Indrihastuti dkk., 2023).

Oleh karena itu, pertanggungjawaban masyarakat harus dilakukan dalam
pembukuan pemerintah agar mempunyai pilihan untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang menjunjung tinggi akses yang lancar dan

cepat bagi daerah merupakan kerangka kerja pemerintah yang optimal untuk




pergantian peristiwa di tingkat provinsi (Han dan Hong, 2019). Pemerintahan yang
hebat sering kali dicirikan sebagai pemerintahan yang hebat yang mana pelaksanaan
kemajuan dewan mampu dan sesuai dengan standar pemerintahan mayoritas dan sektor
bisnis yang efektif, menghindari kesalahan alokasi cadangan spekulasi, mencegah
pencemaran baik secara strategis maupun strategis. berwibawa, dan menjalankan
disiplin perencanaan keuangan (PJT BPKP, 2020). Penyelenggaraan administrasi yang
baik merupakan syarat utama untuk memahami kerinduan individu dalam mencapai
tujuan dan sasarannya sesuai Pedoman Resmi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kerangka
Tanggung Jawab Penyelenggaraan Badan Otoritas Publik (SAKIP). Dengan asumsi
direktur pemerintah daerah menunjukkan tanggung jawab yang besar, daerah akan
melihat bahwa kantor provinsi bekerja secara ideal dalam melibatkan aset wilayah dan
berupaya menampilkannya di mata publik (Rana dkk., 2019). Laporan Tanggung
Jawab Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Daerah (LAKIP) merupakan kumpulan
LAKIP seluruh SKPD di lingkungan Rezim Malang. Rendahnya pemaparan
Pemerintahan Daerah Malang yang mendapat kelas D pada evaluasi LAKIP oleh
Ilustratit BPKP Wilayah Jawa Timur selama tahun 2012 hingga 2013 dikaitkan karena
kesiapan SKPD LAKIP yang belum sesuai materi aturan. Melihat keanehan tersebut,
maka permasalahan yang akan dikaji dalam pendalaman ini adalah bahwa laporan
pertanggungjawaban dan pelaksanaan organisasi Pemerintahan Daerah Malang yang
merupakan kumpulan L AKIP dari seluruh SKPD masih belum sesuai dengan peraturan

yang telah disiapkan oleh Negara. Pembentukan Organisasi (LAN).




Eksekusi yang lebih berkembang juga memerlukan fokus pada iklim yang dapat
mendorong dan menyaring pengakuan tanggung jawab. Pelaksanaan SAKIP untuk
menjamin anggaran hanya digunakan untuk mendukung proyek atau kegiatan yang
diperlukan yang membantu tujuan pembangunan. Terselenggaranya Kerangka
Pembukuan Pemerintahan yang baik dan terpusat dalam suatu organisasi pemerintahan
dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab atas proyek dan aset
yang dihibahkan kepada negara terdekat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum
(Ramadhan, 2019). Permasalahan yang sering terjadi pada organisasi pemerintah
dalam mengawasi rencana belanja adalah banyak proyek yang tidak berjalan sesuai
rencana sehingga sebagian besar rencana keuangan terbuang percuma (Sella et al.,
2020). Pandangan ini terjadi hampir di semua kantor yang menyebabkan pemborosan
anggaran, namun anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu membantu. Program yang
tidak memiliki tujuan yang jelas dapat menimbulkan gambaran bahwa Pemerintah

Provinsi tidak dipercaya oleh masyarakat pada umumnya (Jawadi et al., 2017).

Pemberian data dan pengungkapan eksekusi moneter berkaitan dengan
pemenuhan kebebasan individu, khususnya pilihan untuk memperoleh data, pilihan
untuk mempertimbangkan tujuan dan sentimennya, pilihan untuk diberikan klarifikasi,
dan pilihan untuk meminta pertanggungjawaban. Data yang diberikan merupakan
sumber yang dapat dipertahankan dan memenuhi tujuan tanggung jawab (Zulharman
et al., 2015). Persoalan utama yang ditemukan BPK adalah terkait pengakuan bantuan

sosial yang tidak memenuhi pengakuan sebenarnya, serta penatausahaan harta yang




tidak memenuhi persyaratan rinci karena lemahnya sistem pembukuan keuangan dan
SDM terkait pengumuman keuangan. , sehingga mempengaruhi sifat laporan moneter
yang dibuat. Untuk melakukan perincian keuangan yang bertanggung jawab, Otoritas
Publik diharapkan memberikan kejelasan mengenai laporan keuangan berkualitas yang
dapat dimanfaatkan oleh klien seperti organisasi dan investor (Yuniarti, 2015).
Melaksanakan pemerintahan yang hebat adalah kemauan bersama kita. Tanggung
jawab diterima untuk dapat mengubah keadaan suatu pemerintahan yang tidak dapat
menawarkan jenis bantuan publik yang baik dan buruk terhadap permintaan
pemerintah dengan aturan mayoritas. Melaksanakan pemerintahan yang bertanggung
jawab akan mendapat dukungan dari masyarakat umum. Adanya kepercayaan
masyarakat terhadap apa yang dikoordinasikan, diatur dan dilaksanakan oleh program-

program terbuka (Riantiarno dan Azlina, 2011).

Selain menerapkan sistem pembukuan pemerintah yang dekat dan memahami
pembukuan, konsistensi terhadap peraturan dan pedoman juga merupakan komponen
penting yang terkait langsung dengan penampilan organisasi pemerintah (Karima et
al., 2021). Diyakini bahwa dengan pelaksanaan sistem pembukuan pemerintah daerah
yang baik, laporan pertanggungjawaban berikutnya akan selalu baik untuk memenuhi
komitmen terhadap kebutuhan data pemerintah pusat dan publik. Namun, kurangnya
konsistensi dan kepedulian terhadap pelaksanaan sistem pembukuan keuangan daerah
yang sesuai dengan pedoman terkait justru terjadi di banyak daerah di Indonesia. Oleh

karena itu, untuk mengakui tanggung jawab dalam pameran organisasi pemerintah,




diperlukan konsistensi terhadap peraturan dan pedoman terkait (Riantiarno dan Azlina,

2011).

Permintaan tanggung jawab pelaksanaan semakin tinggi terhadap organisasi
publik teritorial, khususnya BKAD Peraturan Lumajang. Diperlukan keterusterangan
dalam hal pengakuan dukungan anggaran yang diatur oleh Administrasi Wilayah
Rezim Malang. Informasi tentang kerangka pembukuan yang baik dan disiplin dalam
melaksanakan Undang-undang akan mempengaruhi sifat laporan pelaksanaan
organisasi yang harus dipelihara dan untuk individu secara keseluruhan. Pada dasarnya,
tanggung jawab publik adalah penyediaan informasi dan paparan sehubungan dengan
pelaksanaan dan pelaksanaan keuangan Pemerintahan Pemerintahan Malang kepada
individu-individu yang terlibat erat, baik badan legislatif lokal maupun teritorial, yang
harus mempunyai pilihan untuk menjadi subjek pemberian data untuk kepuasan. hak-
hak istimewa masyarakat, khususnya pilihan untuk sadar, pilihan untuk mendapatkan

pendidikan, dan pilihan agar keinginan mereka didengar.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka pakar tertarik untuk
mengarahkan kajian yang berjudul “Dampak Penyelenggaraan Kerangka Pembukuan
Daerah, Keterlaksanaan Pembukuan dan Kesesuaian dengan Pedoman Resmi pada
Tanggung Jawab Pelaksana BKAD Peraturan Daerah Malang”. Pendalaman ini
bertujuan untuk mendapatkan bukti yang tepat mengenai dampak penerapan sistem
pembukuan wilayah, penentuan pembukuan dan kesesuaian dengan undang-undang

terhadap penyerahan tanggung jawab BKAD Rezim Malang.




1.2. Rumusan Masalah

. Apakah penerapan kerangka pembukuan provinsi, pemahaman pembukuan

serta kesesuaian dengan peraturan dan pedoman secara mendasar
mempengaruhi tanggung jawab penyajian BKAD Rezim Malang?

Apakah penerapan kerangka pembukuan daerah pada hakekatnya
mempengaruhi tanggung jawab penyajian BKAD Rezim Malang?

Apakah pemahaman pembukuan pada dasarnya berpengaruh terhadap
tanggung jawab pameran BKAD Malang?

Apakah kesesuaian dengan pedoman hukum mempengaruhi secara mendasar

tanggung jawab pameran BKAD Rezim Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.

Mengkaji dampak penerapan kerangka pembukuan provinsi, pemahaman
pembukuan dan kesesuaian dengan peraturan dan pedoman terhadap tanggung
jawab penyelenggaraan BKAD Peraturan Malang;

Membedah dampak penerapan kerangka pembukuan provinsi terhadap
tanggung jawab penyajian BKAD Rezim Malang;

Membedah dampak penguasaan pembukuan terhadap tanggung jawab
penyajian Peraturan BKAD Malang;

Mengkaji dampak kesesuaian dengan pedoman hukum terhadap penyerahan

tanggung jawab BKAD Peraturan Malang;




1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Peneliti

a. Menambah hipotesis, khususnya dalam membedakan dampak
pelaksanaan sistem pembukuan wilayah, memahami pembukuan dan
kesesuaian dengan pedoman hukum terhadap tanggung jawab
pelaksanaan;

b. Dapat menjadi referensi bagi para ilmuwan yang akan memimpin kajian
mengenai hubungan antara dampak pelaksanaan sistem pembukuan
teritorial, penguasaan pembukuan dan kesesuaian dengan pedoman

hukum terhadap tanggung jawab pelaksanaan.

2. Bagi Universitas
a. Konsekuensi dari eksplorasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber
perspektif dan bahan untuk mata kuliah atau ujian selanjutnya
b. Mengerjakan Hakikat SDM di Perguruan Tinggi Tribhuwana
Tunggadewi Malang, khususnya pada program konsentrasi Pembukuan.
c. Perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas keilmuan dan wawasan
lulusannya melalui tugas-tugas konklusif.
3. Manfaat Bagi BKAD
a. Menambah data dan berperan sebagai kontribusi bagi pengurus BKAD
Peraturan Malang dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan

dengan dampak pelaksanaan kerangka pembukuan wilayah, penguasaan




pembukuan, kesesuaian terhadap peraturan dan pedoman serta tanggung
jawab pelaksanaan;

. Para ilmuwan yang tertarik pada eksekusi pekerja dapat mendorong
penelitian lebih lanjut yang akan mendukung pengembangan lebih

lanjut eksekusi yang representatif di organisasi pemerintah.
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